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BAB 6  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Merujuk paparan di atas, kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 

pada penetapan upah minimum kota di Kota Bandung dalam rangka 

implementasi PP Pengupahan yang memiliki peran sebagai contest setter 

sekaligus player yang berarti Disnaker Kota Bandung memiliki peran yang 

sangat sentral dan krusial karena Disnaker Kota Bandung mewakili dua 

kepentingan secara langsung sekaligus mewaikili kepentingannya sendiri 

atas stakeholder lainnya (buruh dan pengusaha), sikap netral dalam artian 

dapat menemukan titik tengah sebagai penyeimbang antara buruh dan 

pengusaha dengan kata lain ketika pengusaha memiliki kuasa berlebih 

maka pemerintah harus dapat melindungi buruh begitu pula sebaiknya 

karena kebijakan mengenai perburuhan harus selalu mengitepretasikan 

keseimbangan dan akan menjadi tidak berguna ketika hanya akan 

menguntungkan salah satu stakeholder, maka sikap dari pemerintah 

(Disnaker Kota Bandung) akan berdampak sangat besar terhadap 

keberhasilan implementasi PP pengupahan; 

b. Pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cabang Kota 

Bandung dalam implementasi PP Pengupahan di Kota Bandung berperan 
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sebagai stakeholder yang termasuk kedalam kategori player atau 

stakeholder yang aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang memiliki 

pengaruh dalam implementasi serta pengembangan kebijakan PP 

Pengupahan ini memiliki kepentingan yang berbeda terkait “penghasilan 

yang layak” perbedaan sudut pandang yang mendasar terhadap penetapan 

kebijakan UMK tersebut akan berdampak terhadap pengimplemntasian 

kebijakan tersebut, Apindo sendiri cenderung mendukung kebijakan 

Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan UMK 

berdasarkan PP Pengupahan;  

c. Serikat Buruh dalam hal ini Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cabang Kota 

Bandung berperan sebagai stakeholder yang termasuk dalam kategori 

subject sekaligus player, Serikat buruh memiliki kepentingan yang tinggi 

di dalam implementasi PP Pengupahan meskipun pengaruh yang di 

berikan belum berdampak besar terhadap kebijakan tersebut hal ini di 

akibatkan karena lemahnya bargaining position  yang di miliki oleh buruh, 

namun terlepas dari itu bersama serikat buruh khusus SPN di harapkan 

buruh dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap penolakan 

kebijakan yang di anggap telah merenggut hak konstitusional buruh dalam 

memperoleh penghasilan yang layak sesuai kemanusiaan, sebabnya 

mengapa buruh menolak pengimplementasian UMK berdasarkan PP 

Pengupahan dan menuntut untuk pengupahan di dasarkan terhadap 

penghitungan kebutuhan hidup layak dan tidak di dasarkan lagi kepada 

angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi ; dan 
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d. Pengusaha sebagai stakeholder yang cenderung mendominasi baik dari 

segi kepentingan dan pengaruh serta mempunyai bargaining position yang 

lebih menguntungkan dari pada stakeholder lainnya, karena pemerintah 

tidak dapat melepaskan ketergantungannya kepada investasi swasta 

sehingga pada posisi ini pemerintah akan cenderung untuk berpihak 

kepada pihak swasta dalam hal ini pengusaha. 

Seharusnya pengusaha dapat mempertimbangkan kepentingan 

buruh dalam pengimplementasian serta pengembangan kebijakan PP 

Pengupahan bersama dengan pemerintah (Disnaker Kota Bandung) untuk 

mendampatkan titik tengah yang dapat mengakomodir kepentingan 

seluruh stakeholder terlebih jika menimbang bahwa tujuan awal PP 

pengupahan adalah untuk menjamin buruh agar dapat mencapai 

pendapatan yang dapat memenuhi penghidupan yang layak sesuai dengan 

yang diamanatkan oleh konstitusi.  

Dengan tidak terwakilkannya hak dan kepentingan buruh tersebut 

maka kebijakan penetapan upah minimum kota khsusunya di Kota 

Bandung ini dapat di katakan tidak berjalan dengan efektif karena tidak 

dapat mencapai tujuannya dalam menyejahterakan buruh serta 

mendapatkan penolakan dari sasaran utama kebijakan tersebut yaitu buruh 

itu sendiri.  

Peran dan dukungan dari para stakeholder lain berkaitan satu 

dengan lainnya maka ketika ada kegagalan peran dan penolakan dari salah 

satu stakeholder dengan demikian efektifitas kebijakan tersebut untuk 
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mencapai tujuannya juga gagal, terlebih dengan munculnya penolakan dari 

sasaran utama dari kebijakan PP Pengupahan yaitu buruh dan kebijakan 

tersebut juga sedikit atau banyak telah mereduksi peran dari beberapa 

stakeholder lain sehingga kelompok kepentingan yang telah tereduksi 

perannya tidak dapat mendukung PP pengupahan untuk mencapai 

efektivitas dalam pengimplementasiannya guna mencapai tujuannya yang 

ingin mensejahterakan buruh dan keluarganya dengan cara memberikan 

pendapatan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi buruh. 

6.2 Saran 

Merujuk pada hasil simpulan di atas, disarankan peran yang bisa 

dilakukan pada implementasi kebijakan berupa PP Pengupahan sebagai 

berikut: 

a. Disnaker Kota Bandung sebagai contest setter sekaligus player harus 

bersikap lebih adil dalam melakukan intervensi untuk mewujudkan 

hubungan sinergis buruh dengan pengusaha serta menjalankan perannya 

secara optimal sebagai fasilitator antara buruh dan pengusaha agar 

terciptanya perundingan kolektif antara buruh dan pengusaha serta 

terciptanya ruang publik untuk berdiskusi sehingga dapat melibatkan 

stakeholder secara aktif dalam perumusan dan penetapan upah minimum 

agar dapat menemukan jalan tengah guna mencapai kesepakatan antara 

kepentingan buruh dan pengusaha sehingga tujuan awal dari PP 

Prengupahan dapat tercapai dan dapat terwujudnya kesejahteraan buruh 

serta terciptanya iklim usaha yang kondusif hal tersebut dapat berimplikasi 
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kepada terciptanya harmonisasi di dalam hubungan kemitraan antara buruh 

dan pengusaha; 

b. Apindo Cabang Kota Bandung sebagai stakeholder yang memiliki 

pengaruh dan sekaligus sebagai pihak yang berkepentingan (player) dapat 

lebih transparan dan dapat mempertimbangkan keberatan buruh yang 

tidak menyetujui UMK berdasarkan PP Pengupahan, dengan bargaining 

position yang kuat sedikit banyak seharusnya pengusaha dapat menjadi 

pembeda didalam kebijakan PP Pengupahan yang diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan buruh dengan begitu maka produktivitas 

buruh akan meningkat dan harmonisasi hubungan mitra antara pengusaha 

dan buruh dapat terealisasi;  

c. SPN Cabang Kota Bandung sebagai stakeholder diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi dalam bernegosiasi dan kordinasi guna 

memperkuat bargaining position mereka sebagai salah satu stakeholder di 

dalam kebijakan PP Pengupahan. Buruh yang memiliki peran sebagai 

pihak yang berkepentingan untuk menolak UMK berdasarkan PP 

Pengupahan, harus dapat memiliki pengetahuan tentang perusahaan serta 

dapat menciptakan keterwakilan yang kuat di dalam perundingan 

penetapan upah minimum kota; dan  

d. saran agar pemerintah dapat membangun sistem pereknomian yang kuat di 

sektor publik sehingga dapat melepaskan ketergantungan terkait dengan 

investor swasta dengan demikian diharapkan sikap, serta kebijakan yang 

dikeluarkan juga dapat mewakili kepentingan masyarakat bukan hanya 
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pemilik modal. Lalu agar di kembalikannya perhitungan penetapan upah 

minimum dengan formula berupa penghitungan terhadap KHL seperti 

diatur dalam UUK penetapan upah minimum juga harus dapat 

memperhatikan kehidupan buruh agar dapat hidup dengan layak, upah 

yang diberikan harus dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak 

asasi manusia. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas buruh, dengan 

kembalinya formula penetapan upah berdasarkan KHL juga dapat 

memperkuat peran dari stakeholder lain yang perannya telah tereduksi 

sehingga dengan kembalinya peran tersebut setiap stakeholder dapat 

memberikan perlawanan yang sama dengan stakeholder lainnya di dalam 

bernegosiasi dan memperjuangkan kepentingannya dengan demikian 

diharapkan peran tersebut dapat mendorong terciptanya ruang yang cukup 

bagi setiap stakeholder dan dapat mengurangi kecenderungan dominasi 

dari salah satu stakeholder agar dapat menemukan titik tengah antara 

stakeholder yang terlibat dan memiliki kepentingan secara langsung 

sehingga dapat menunjang keberhasilan PP pengupahan agar berjalan 

efektif sesuai pencapaian tujuannya. 
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